GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4\ /KEP/HK/2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

1.

bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai
dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur,
diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas
dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja
sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan;

bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai
dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
dalam Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta
Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri ...




4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU ¢ Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, meliputi:
a. peta proses;
b. peta sub proses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi.

KETIGA ¢ Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Juni 2022

WGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Q VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

TANGGAL

19! /KEP/HK/2022
6 Auni 2022

PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi

1.
2.

3.

4.
5.

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (ring of beauty)

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat
pembangunan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik

C. Tujuan

1.
2
3.

6.

7.

Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah

Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime
moven)
. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam

pengembangan ekonomi masyarakat

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan
kepada semua penduduk

Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

D. Sasaran :

1.
2.

3.

»

10.
11.
12.
13.

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian
daerah

Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan
kerja yang merata bagi semua penduduk

Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air
minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya ketangguhan bencana daerah

Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur SA
pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan
Awareness) dengan pola pendekatan kawasan) '
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan

Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan

Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita

Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.
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II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi ‘NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
NO MISI TUJUAN SASARAN
1. | Mewujudkan 1. Menciptakan . Meningkatnya
masyarakat kemandirian dan ketersediaan
sejahtera, mandiri stabilitas perekonomian aksesibilitas, kualitas,
dan adil daerah dan keamanan
pangan
. Meningkatnya kinerja
industri dan
perdagangan dalam
perekonomian daerah
. Terciptanya
keamanan dan iklim
investasi dan usaha
yang berkualitas
. Meningkatnya
kesempatan kerja
bagi semua penduduk
. Meningkatkan akses . Meningkatnya
pelayanan dasar rumah ketersediaan rumah
. layak huni bagi layak huni dan akses
penduduk miskin terhadap air minum
serta sanitasi layak
bagi penduduk
miskin
. Meningkatkan daya . Meningkatnya
dukung dan daya kualitas lingkungan
tampung lingkungan hidup
hidup serta pemanfaatan | 2. Meningkatnya
sumber daya alam ketangguhan bencana
secara berkelanjutan daerah
2. | Membangun NTT . Mewujudkan pariwisata . Terwujudnya
sebagai salah satu sebagai penggerak pengembangan
gerbang dan pusat utama ekonomi daerah pariwisata NTT
pengembangan (prime mover) melalui pemenuhan
pariwisata nasional unsur S5A pariwisata
(Ring of Beauty) (Attraction,
Accessibility,
Accommodation,
Amenities, dan
Awareness) dengan
pola pendekatan
kawasan
3. | Meningkatkan . Mempercepat . Meningkatnya
ketersediaan dan pembangunan aksesbilitas dan
kualitas infrastruktur yang kualitas infrastruktur
Infrastruktur untuk berkualitas dalam
mempercepat pengembangan ekonomi
pembangunan masyarakat
4. | Meningkatkan . Meningkatkan mutu, . Meningkatnya akses
kualitas sumber akses dan relevansi layanan pendidikan
daya manusia layanan pendidikan . Meningkatnya
kepada semua kualitas layanan
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Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
NO MISI TUJUAN SASARAN
penduduk usia sekolah Pendidikan
. Meningkatkan mutu dan . Meningkatnya akses
akses layanan kesehatan layanan kesehatan
kepada semua . Meningkatnya
penduduk kualitas layanan
kesehatan
. Terwujudnya
penanggulangan
masalah Gizi Balita
5. | Mewujudkan . Menciptakan Birokrasi . Meningkatnya
reformasi birokrasi yang profesional dengan kualitas tatakelola
pemerintahan karakteristik adaptif, panyelenggaraan
untuk berintegritas, berkinerja pemerintahan
meningkatkan tinggi, bebas dan bersih . Meningkatnya
kualitas pelayanan KKN kualitas pelayanan
publik publik yang efektif,
akuntabel,
transparan dan
partisipati

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas
PUPR. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi ketiga, yaitu
“Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat
pembangunan”.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka ketersedian dan
kualitas infrastruktur menjadi kekuatan kunci. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan
pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pekerjaan Umum Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rincian terbagi sebagai berikut :

A. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub
Urusan yaitu :
1. Sub Urusan Sumber Daya Air, kewenangan provinsi yaitu :

e Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengamanan pantai
pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota

e Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha — 3000 ha, dan daerah
irigasi lintas daerah kabupaten/kota =




2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota
3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan provinsi yaitu :
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan istem limbah dometik regional
S. Sub Urusan drainase, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung
dengan sungai lintas daerah kabupaten/ kota
6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
daerh provinsi
7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan provinsi yaitu :
e Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah
provinsi
e Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis
daerah provinsi

8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan
provinsi yaitu :
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan

strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya
lintas daerah kabupaten/kota

9. Sub Urusan Jalan, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan jalan provinsi

10.Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan provinsi yaitu :
e Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
e Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah

provinsi

11.Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4
Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi yaitu :
e Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
e Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah provinsi
2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha

3. Sub Urusan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan
provinsi yaitu :
Penyelenggaraan PSU permukiman

ne




4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

PSU tingkat kemampuan menengah.
Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, serta Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 23 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat mendukung misi ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, yaitu “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk

mempercepat pembangunan”.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi NTT

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara
Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT, yang mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintah bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukimam serta urusan pemerintah bidang
pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

e Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Pelaksanaan
kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
e Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; dan
e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Dinas

a. Sub Koordinator Subtansi PDE

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Binamarga

a. Seksi Perencanaan

b. Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik

c. Sub Koordinator Subtansi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan Yo




. Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi

a. Seksi Perencanaan

b. Seksi Pembangunan Irigasi

¢. Sub Koordinator Subtansi Sumber Daya Air

. Bidang Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi

a. Seksi Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi

b. Sub Koordinator Subtansi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air

c. Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Air

. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

b. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

. Sub Koordinator Subtansi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang

. Bidang Cipta Karya

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

b. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

c. Sub Koordinator Subtansi Penyediaan Sarana dan Prasarana
Keciptakaryaan

. Bidang Perumahan dan Permukiman

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

b. Seksi Penyediaan Perumahan

c. Sub Koordinator Subtansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan oy



Struktur Organisasi Dinas PUPR

ORGANISASI

STRUKTUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Kemen.
PUPR

Kemen.
BPN/ATR

Kemen.
Keu

‘u LSM

A. PETA PROSES BISNIS l

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan
proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi
permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna
layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung
pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial
organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka
pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip
Supplier — Input — Proses — Output - Customer. Peta Proses pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
digambarkan sebagai berikut :

PROSES UTAMA ||

|

ﬁ PUPR 01. Penataan @

“ 8—% %

: ; PUPRO4. Pembangunan
i 1 Rumah Layak Huni

PUPRO02. Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

PUPR03. Pembangunan
dan Pemeliharaan SDA
dan lrigasi

f

|
i
& i [
i {

PUPROS. Pembangunan dan
Pemeliharaan Sanitasi dan |
Air Bersih, Gedung Negara {

<“) PROSES PENDUKUNG | |

PUPR-08. Keuangan

Kemen.
PUPR

Kemen.
BPN/AT

Do




Penjelasan Proses :

1.

el

10.

11.
12.
13.

14.

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk
meningkatkan kualitas jalan mantap Kewenangan Provinsi didasarkan
pada fungsi dan pola ruang;

Pembangunan dan Pemeliharaan SDA dan Irigasi untuk meningkatkan
cakupan layanan air terhadap pertanian dan peternakan berupa
embung dan irigasi didasarkan pada fungsi dan pola ruang;
Pembangunan Rumah Stimulan bagi masyarakat yang terkena bencana
atau relokasi didasarkan pada fungsi dan pola ruang;

Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi dan Air Bersih untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi
layak didasarkan pada fungsi dan pola ruang;

Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan
SDM;

RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;

KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;

Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan
internal;

Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas
Komunikasi dan Informatika, Bio Organisasi dan Biro Pemerintahan;
Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan
Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi

dan Pengembangan SDM. Qo



B. PETA SUB PROSES l

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu
organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan
proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya
yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta
Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip Supplier — Input — Proses —
Output — Customer dan hubungan antara sub proses dengan proses yang
telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara

Timur adalah sebagai berikut:

B. PETA SUB PROSES

PUPR.01 PENATAAN RUANG

PUPRO5.
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Sanitasi dan Air
Bersih

PUPRO4.
Pembangunan
Rumah Stimutan

PUPRO3.
Pembangunan dan
Pemeliharaan SDA

dan Irigasi

PUPRO2.
Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

1 Kemen P_JPR\!
- —

Kemen ATR i
{ ! —

T— —.

{“‘.‘.DLH o !_

+—  Informasi

Data dan

o e s . — o —— . — o 7— ————

Regulasi —

PUPR-01.1

Pengendalian dan

Penataan Ruang

Pengaturan,
Pembinaan,

Pengawasan

Regulasi

Kajian& ]

S 7,
Bapelibangda |I™— K
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PUPRO2. Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

A 4

PUPRO03. Pembangunan
dan Pemeliharaan SDA
dan Irigasi

PUPRO4. Pembangunan
Rumah Layak Huni

PUPRO0S. Pembangunan
dan Pemeliharaan
Sanitasi dan Air Bersih

|

Nt e———




PUPR.02 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PETA SUB PROSES

__________________________ - PUPR-01.1
: | Pengaturan,
PUPR-01.1 , ' PefiEin,
Pengaturan | I Pengendalian dan
— i ! Pengawasan
Pembinaan, I i B -
Pengendalian dan | PUPR-02.1 Datadan | enataan Ruang
Pengawasan |~ Regulasi T " Informasi J' —¥ e
Penataan Ruang : Pembangunan Jalan | B e
|
: dan Jembatan e | n Pemeliharaan SDA
e | Jembatan | =
HEREEERR | : PUPRO4.
)
§ Kemen PUFR Regulasi _>: ‘ | anahl “med(.w“Hum"
sl i ,j | f
e B i i !

ﬂ_;— Regulasi —P>| PUPR-02.2 : PUPROS.
- { Pemeliharaan Jalan | s sl
i g1 Tenm oy dan Jembatan : Sk chs e
{ _J i ' Bersih
T |

Kajian& | |
Bapelibengda |- yoordinasi —>: |
|
]
DinasPerhb  — Data&  —p | |
Koordinasi | : JEm—— \}
i i Seluruh
Dinas Pariwisata . Data& - | ! P uu' ¢ |
Koordinasi | : { Daerah I
I e
Kemen Ling |
Hidup —  Regulasi _}! : i( Keb/Kota
| | R
|
|
Balai Regulasi, |
wa:-';),\ " Koordinasi _’: : Masyarakat
| r—'L- ————————————————————————— 4
BPKHWilayah | pegutasi 4 4 L, 4
XIVNTT
Dinas
Kehutanan dan
Lingkungan = Data & Koordinasi
Hidup NTT
Dinas PUPR
Kab/Kota Lo Dwta S
Koordinasi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Data &
Pelayanan P
Terpadu Satu
Pintu
BPJS — Regulasi
Tenaga
Kerja
DPR . Kebijakan
\w,
11




PUPR 03. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SDA DAN IRIGASI

PETA SUB PROSES

e e = o e e e ey

PUPR-01.
Pengaturan,
Pembinaan,

Pengendalian
dan Pengawasan
Penataan Ruang

BMKG

BPJS Tenaga
Kerja

DPR

PUPR-03.1
> _ Data&
Pembangunan dan joformes!
Pemeliharaan T b
Embung
PUPR-03.2
Pembangunandan | T
Pemeliharaan Irigasi

Kebijakan

12

Pengaturan,
Pembinaan,

Pengendalian dan

o

<

&
l
—

Y




PUPR 04. PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

PETA SUB PROSES

RSN S U —————— N

|

|

|

PUPR-01.1 }

Pengaturan, |

Pembinaan, . :

Pengendalian dan -

Pengawasan |

Penataan Ruang :

SUNE—————————_— '

r—(_m ....... oy :

Kemen i

| PUPR ; —  Kajian -—P{

L [

.................. ,\l :

Bapelitbangda § — Regulasi  »!

(\ mmmmmmmmmmm ,,}‘)! :

R |

“ Badan i i

| Keuangan | Kajian -
i P

| Decermh ] Akademis :

L

[ Badn | :

! Pemberdayaan é- Data & _>|

( M“"Dm’k’ : Koordinasi ;

B i

[ OnesPUR |- Daag

[ KebfKota || koordinasi |

L o |

|

BPJSTenaga ; |

Keria Regulasi —’:

I

DPR —  Kebijakan -b:

|

|

I

PUPR-04.1 Data &
Informasi
Penyediaan
Perumahan
. Rumah
Layak Huni
PUPR -04.2
— Air Minum
Pengembangan Layak
Kawasan
Permukiman

s i s o s o e s | S . e s o A i ) i e i i i
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PUPR-01.1
Pengaturan,
Pembinaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
Penataan Ruang

PUPRO2.
Pembangunan dan
Pemeiiharaan Jalan
dan Jembatan

PUPRO3.

Pembangunan dan
Pemeliharaan SDA

A\ 4

e \
| Kab/Kota )i

R




PETA SUB PROSES

PUPR 05. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI DAN AIR BERSIH

PUPR-01.1
Pengaturan,
Pembinaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
Penataan Ruang

__________________________ -
{ | PUPR-011
| : Pengaturan,
| I Pembinaan,
: | Pengendalian dan
| PUPR-05.1 Data & [ Pengawasan
Regulasi » Informasi  ———pp Penataan Ruang
| Pembangunan dan :
| H PUPRO02.
! Pemehpar.aan - Sanitasi : Pembangunan dan
: Sanitasi Layak \ Pemeliharaan Jalan
I dan Jembatan
i
—  Kaji ———‘ i : PUPRO3.
ayan | | Pembgngunun dan
| PUPR-05.2 ; Peomiteren S0
|
ok
Reulast _"l Pembang.unan (?an | AirBersih _: Pumm@
i Penyediaan Air | Rumah s.,.q alaii
: Bersih !
I
Kajian | |
Akademis _’: ‘ :
: PUPR -05.3 | Gedung _|j
|
|
Regulasi —p»| Pembangunan ;
: Gedung Negara |
!
Data | |
' l' : __________________
! |
pata&  —p! i
Koordinasi ; |
! |
!
i
Regulasi — 3
N
Kebijakan

14



PETA SUB PROSES
PUPR-06. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

dan Pemeliharaan
Sanitasi dan Air Bersih

PUPR -06.1

Perencanaan dan
Formasi Pegawai

)

KemenPAN
RB

N——

)

Kemendagri |

S

BKN

, SRR

Regulasi

Regulasi

Regulasi

Kebijakan

BKD l— Surat Edaran

/

PUPR -06.2

Penilaian Prestasi
Kinerja

PUPR -06.3

Kenaikan Pangkat &
Pensiuan ASN

PUPR -06.4
Disiplin Pegawai

e

Usulan
——  Formasi
Pegawai

Target &

PUPRO0S. Pembangunan
dan Pemeliharaan
Sanitasi dan Air Bersih

Realisasi

Usulan
| Kenaikan >
pangkat/
Pensiun

Pembinaan
Disiplin
[ Pegawai

15
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PETA SUB PROSES

PUPR -07, PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dok
PUPR- 07.1 Renstra,
Renja,
Perencanaan +— DPA
Laporan
Monev
PUPR -07.2
] Akses
—— Pembangunan/Pemeliharaan — internet
Infrastruktur Jaringan Internet yang
— berkualitas
PUPROS. Pembangunan dan
Pemeliharaan Sanitasi dan Air
Bersih
PUPR -07.3
Pengelolaan Website Website
terintegrasi
Dinas Sub Domain,
Kominfo — .Jaringan = Seluruh
Internet 3 PW
Daerah
KEMEN PUPR '074 Surat Keluar & |
PANRB [ Regulasi —tp Surat masuk “
W J Pengelolaan Aplikasi
E-Nadi
KEMEN
DAGRI = Regulasi
B! Inspekforat
Inspektorat PUPR -07.5 Dok RMP, DA
o ] 1 Penilaian
Sosialisasi e, | Mandiri, ( BPKP
BPKP SPIP >
Pelaksanaan SPIP
Inspektorat
PUPR -07.6 J
Sosialisasi,
TIMRB Pendampin Dok RB,
ProvNTT [ gan > Pembangunan Zona Perftain TIMRE
Integritas " ﬂ_J
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 PETA SUB PROSES
~ PUPR-08. KEUANGAN

PUPRO4. Pembangunan
Rumah Stimulan

PUPROS. Pembangunan dan
Pemeliharaan Sanitasi dan Air

PUPR-08.1

Penatausahaan
Keuangan

L sPP,SPM,SP), LapKeu

—

Bersih

RPIMD,
= Pendampin
gan

Pendamp
ingan

17

SPP, SPM, SPJ, Lap Keu

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

' PUPRO3. Pembangunan dan
Pemeliharaan SDA
- PUPRO4. Pembangunan Rumah
¢ Stimulan

: PUPRO5. Pembangunan dan

PUPRO2. Pembangunan dan

Pemeliharaan Sanitasi dan Air
Bersih

—>

g
g

I




C. PETA RELASI

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit
organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami
peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses
sehingga tercapai output yang ditentukan.

PROSES UTAMA

PUPRO03. Pembangunan dan Pemeliharaan
PUPR02. Pembangunan dan Pemeliharaan . A
Jalan dan Jembatan SDA dan Irigasi

( PUPR 01. Penataan Ruang }
Seluruh OPD yang menangani urusan

— i

Irigasi di Keb/Kota
Seluruh Bidang

PUPRO4. Pembangunan Rumah Layak Seluruh OPD yang menangani PUPRO5. Pembangunan dan Pemeliharaan
; Seluruh OPD yang menangani urusan

dan Air Bersih di Kab/Kota

Seluruh OPD yang menangani urusan

Pembangunan Rumah Layak Huni
di Kab/Kota

PROSES PENDUKUNG
- PUPR-06. Pengelolaan PUPR-07. Pengelolaan Data dan ( PUPR-08. Keuangan ]
dan pengembangan SDM Teknologi Informasi, Perencanaan,
(Umum & Kepegawaian) Pengawasan Internal
Seluruh
Bidang
18
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C. PETA LINTAS FUNGSI (CFM) l

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DINAS LHK BAPELITBANGDA DINAS PUPR | PERANGKAT DPRD GUBERNUR | KEMENTRIAN ATR BADAN KEMENDAGRI
PROVINSI PROVINSI PROV NTT DAERAH PROVINSI INFORMASI
, ‘ k __TERKAIT _ GEOSPASIAL

l hPenyusﬁnan KLI-iS }

Velidasi Dokymen KLHS
Penyusunan Rancangan RTRW
[ h Pembat;asan Ra;'neangan RTRW ] -
X
' h Klinik ‘
Pembahasan Pembahasan i Pembah = =P Pembahasan Lintas Sektor ]
Lintas Sektor Lintas Sektor < Lintas Sektor .

=( Petset;ljuan Bersama } )

[l me Per;ia RTRV* }%

ﬁ' Evaluasi Ranperda ]

19

L




PUPR-01.2 PEMBAHASAN RENCANA TATA RUANG DI WILAYAH PROV NTT

DINAS PUPR KAB/KOTA

DINAS PUPR PROV. NTT

SEKDA PROV. NTT

PERANGKAT DAERAH YANG

TERGABUNG
[ Dokumen Ranperda Kab/Kota ]
J
( Evaluasi Oleh Tim Provinsi }
Penyampian Kepada Sekda 1
Sebagai Ketua TIM J
A
‘{ Pembahasan ]
y
( Berita Acara ]
le 8

20




PUPR-01.3 PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ’

DINAS PUPR PROV. NTT | DINAS PUPR KAB/KOTA l SEKDA PROV NTT

Penyusunan kuisioner Pengawasan 1
Kinerja untuk Kabupaten/Kota

A

( Pengisian kuisioner
Kinerija

A — -
Pembahasan Evaluasi Pembahasan Evaluasi
Kuisioner Kinerja e L Kuisioner Kinerja

( Dok. Hasil Kinerja ]A
: e

21




KEMENTRIAN PUPR DINAS PUPR KAB/KOTA MASYARAKAT DINAS PUPR PROV BAPELITBANGDA
NTT

-~

s ( ]
( Regulasi dan Kewenangan ] ¢ :::‘ Usulan Sesuai Kewenangan = Informasi/usulan
L B I kerusakan J

Survey Identifikasi Kerusakan
Jalan Dan Jembatan
l Koordinasi, konsolidasi & Sinkronisasi Program ]

Laporan/Database Identifikasi
Perencanaan Penanganan Jalan
Dan Jembatan

g

22




PUPR.02.2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEMENTRIAN PUPR DINAS PUPR KAB/KOTA DINAS PUPR PROV BAPELITBANGDA KONTRAKTOR/
NTT PENGEMBANG

[ Regulasi dan Kewenangan1

J

Perencanaan Penanganan Jalan
Dan Jembatan

Laporan/Database Identifikasi ]

A

-
Koordinasi, Konsolidasi & Sinkronisasi Program ]

e

—
Usulan Pembangunan &
L Pemeliharaan Jalan Jembatan

~
Rengeiidalizn & o Pembangunan/Pemeliharaan
Rengawasan ) < VL Jalan Jembatan
-
Monitoring & Evaluasi
R ¥

f
Pelaporan
L

23
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DESA/ DINAS PUPR/ | DINAS PUPR | BAPELITBANDA | KEMENTRIAN DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS
KELOPOK/ |BAPEDA - KAB| PROV. NTT PROV. NTT PUPR / PERTNIAN |PETERNAKAN| PERIKANAN | PARIWISATA/ LINGKUNGAN
MASYARAKAT. / KOTA . KOP. HIDUP DAN
NAKERTRANS | KEHUTANAN
Permohonan Koordinasi Data Base/ Koordinasi Koordinasi W Ijin Pinjam Pake
Usulan Daerah Identifikasi Sinkronisasi Sinkronisasi Kawasan Hutan
Potensi Program Program BWS NT I
4 b
Koordinasi
Sinkronisasi
Program GNKPA
dan DSDA
A A Y A
Sentra Produksi Sentra Produksi Sentra Produksi Daerah Wisata/
Pertanian Peternakan Perikanan UmkM
A 4 A 3
A
Pemanfataan < UKL/UPL
Hasil <
Pembangunan
Prasarana
Pembantuan Pembangunan
Kegiatan Prasarana SDA
Pengawasan I 4<




DESA/ DINAS PUPR/ | DINAS PUPR | BAPELITBANDA| KEMENTRIAN DINAS DINAS
KELOPOK/ |BAPEDA - KAB| PROV. NTT PROV. NTT PUPR / PERTNIAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT. / KOTA . HIDUP DAN
KEHUTANAN
Permohonan Koordinasi Data Base/ Koordinasi Koordinasi W ljin Pinjam Pake
Usulan Daerah Identifikasi Sinkronisasi Sinkronisasi Kawasan Hutan
Potensi Program Program BWS NT Il
4 h
Koordinasi
Sinkronisasi
Program GNKPA
dan DSDA
A
Sentra Produksi
Pertanian
r A
Pemanfataan < UKL/UPL
Hasil
Pembangunan
Prasarana
Pembantuan Pembangunan
Kegiatan Prasarana SDA [ Yo,
Pengawasan J
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[ DESA/KELURAHAN TFL | TIM TEKNIS KAB/KOTA | DINAS PRKP KAB/KOTA | DINAS PUPR PROV |
; i g d ™ - - - - ~
Rekritmen Tenaga Fasilitator ( _ Pembekalan TFL
Lapangan (TFL) L .
— / . )
— - - - ~ - - - - - - ——
Rembug Warga ( Pelaksanaan identifikasi ]‘ ( Mobilisasi TFL
) RLH ha L
— - ‘ - ™~ j Penetapan Penerima
Usulan Calon Penerima Bantuan
L Bantyan Vk ! i i

26

0



DINAS PRKP KAB/KOTA

GUBERNUR

TFL

~ DINAS PUPR PROVINSI

BAPELITBANGDA
PROYV, DINSOS PROV,
NAKERTRANS PROV

Usulan Desa/Kelurahan
Penerima Bantuan

Penyerahan Rumah Layak ]

Penetapan SK Desa/Kel W

Peperima Bantuan

y

S

( Identifikasi RLH

y

Huni J

>
al

27

Validasi dan Sinkronisasi Data
— - ‘ -
Penetapan Penerima
Bantuan
k o
= - - - =
Pembangunan RLTH
N _J
y
- - ‘ - —
Pengendalian, Pengawasan
dan Laporan
\ _J




POKIR DPRD

KAB/KOTA

Usulan PSU

_

J

A

Koordinasi dan
Sinkronisasi Program

Usulan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Utilitas Umum

~ - -
Pembangunan Sayana

dan Prasarana Utilitas

Umum

J

¥

Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

\.

Hibah, Penyerahan Aset Ke
Kab/Kota

28

k;

Pembangunan Sarana
dan Prasarana Utilitas
Umum




¥

KEMENTRIAN PUPR | KAB/KOTA | _DINAS PUPR PROV. NTT _ | BAPELITBANGDA |

=]

S

i G
g
5

_

| Koordinasi dan Sinkronisasi Program ]

y

N ) i N
Usulan Pembangunan
Kawasan Kumuh
r i ™\
Pembangunan
Kawasan Kumuh,
. J
Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan ]
{ Hiba/ Penyerahan Aset Ke Kab/Kota ]

o
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KEMEN PUPR | KEMENTRIAN DPRD KAB/KOTA DINAS PUPR PRQV BAPELITBANGDA KONTRAKTOR/
LINGKUNGAN PENGEMBANG
. __HIDUP
( bRegulasi }
y
Usulan }
- .' -
Koordinasi dan
sinkronisasi Program
PRONGELE. S )y
Usulan Pembangunan Air
minum dan Sanitasi
] | )
A v
Pembangunan Air minum > Pembangunan Air
" L minum dan Sanitasi

dan Sanitasi;

i

.

[

Hibah/Penyerahan
Asset Ke Kab/Kota

30

-

dan Pelaporan

- : - -
Pengendalian Pengawasan J




KEMEN PUPR BADAN LEMBAGA/INSTANSI | DINAS PUPR PROV BAPELITBANGDA KONTRAKTOR/PENGEMBANG
PENDAPATAN DPAN PEMOHON
ASET DAERAH

[ Regulasi ]

[ Usulan w
Koordinasi, Konsolidasi, Sinkronisasi Program ]

7~

\

.
Usulan Pembangunan

Gedung Strategis/
Rumah Negara

v
- - — - -
Pembangunan Gedung . . - ; " : Pembangunan Gedung Strategis/

Strategis/ Rumah Negara <+ . . . " * Rumah Negara
L J

")

\.

s ™

.

\ A

\ . - - ‘ - -
- - - - : - - - . . . Monitoring dan Evaluasi

/'y

( Monitoring dan Evaluasi

i k_

r

[ Penyerahan Aset

|
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DINAS PUPR

kepada Menpan-Rb

PROV BKD KEMENPAN BKN
( ANJAB, ABK, Peta
Jabatan
3
f Usulan Formasi j‘ Pembahasan Validasi Usulan sesuai v
sesuai Kebutuhan dengan PD Perencanaan Formasi
. P 4
v
Menyampaikan hasil Formasi CPNS
penyusunan kebutuhan
ASN Provinsi NTT




DINAS PUPR
R BKD PROV SEKDA GUBERNUR
i Informasi/Sosialisasi terkeit
Penilaian Prestasi Kinerja
ke seluruh PNS

( )
Penilaian Kinerja eselon




0 BKD BKN SEKDA GUBERNUR = PRESIDEN
Usulan Kenaikan
Pangkat / Pensiun
Menyetujui Usulan
KenaikanPangkat /
Pensiun
<
Penyusunan Draft SK Penandatanganan
Kenaikan Pangkat / SK Kenaikan
Pensiun Pangkat/ Pensiun
Gol [lia-lild
f Penandatanganan SK

Pensiun [Va-IVb

,L Kenaikan Pangkat /




DINAS PUPR

PROV BKD SEKDA GUBERNUR
Pemeriksaan Rapat Dewan
kepada ASN yang Pertimbangan
melanggar
e 1
Hukuman Displin Hukuman Disiplin Berat
Ringan / Sedang —’I




TIM
PENYUSUN
RENSTRA
DINAS PUPR

BAPPELIT

DINAS PUPR
PROV

GUBERNUR




DINAS PUPR
PROV

DINAS KOMINFO

Pembangunan /

Jaringan Internet




DINAS PUPR
PROV

DINAS
KOMINFO

KEMENTERIAN  KEMENTERIAN

KOMINFO

PAN RB

BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA

( 5
Desain Tools

dan Interface

Website <
P

)
Desain Tools
dan Interface

(
\.

Pembangunan

2

Verifikasi

Verifikasi

~
J

e
.

s
\.




" DINAS KOMINFO  DINAS PUPR

PROV
.7. . » ‘.
Sosialisasi Aplikasi
E-Nadi
——
) - !
Input Spesimen Pembuatan Spesimen
tandatangan tandatangan Pejabat
Pejabet Struktural Struktural
Monitoring / Evaluasi |
Ne
I
|
x
| §




SATGAS SPIP

DINAS PUPR
PROV

ASSESSOR SPIP

* (=]

RISK MANAGEMENT PLAN ]
"
( =
IMPLEMENTASI
\ y,
MONEV/
PENILAIAN
MANDIRI
y
5 PEMANTAUAN
DAN
PENGENDALIAN
»
{




_____________________________}

TIM RB

DINAS PUPR

PROVINSI NTT PROV

TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
DINAS PUPR PROV

]_"

L SOSIALISASI

A

PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZI

( PENYUSUNAN ROAD MAP PEMBANGUNAN ZI

2

IMPLEMENTASI

MONEV/ PENILAIAN

PEMANTAUAN
DAN
PENGENDALIAN

MANDIRI




BADAN
DIN::OP‘;I PR KEUANGAN IN S;::;{TORAT GUBERNUR BPK
DAERAH
Penyusunan Review Laporan Penandatanganan
Laporan Keuangan Keuangan Laporan Keuangan
[ Pemerinteh Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Penerbitan LHP atas
Leporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1 GUBERNUR NU TENGGARATIMUPJ

 —

Q VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




